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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

. bahwa struktur organisasi Rumah Saldt Jiwa Mutiara Sukma

Provinsi Musa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi scrta Tata
Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa
Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan
kemball: untuk melaksanakan periu dilakukan penyesuaian

dan penataan kembali;

. bahwa penyesuaian dan penatsan kembali dilakukan sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daersh sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuad
dalam hurmaf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sulkkma Provinsi
Nusa Tenggara Barat;

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat 1 Bali, MNusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1694);




2. Undang-Undang Nomor 36 Tnhun 2009 tentang Keashatan
{Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 2009 Momot [44,
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik indonesia Nomar 5063

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Fumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonzsia Tahun 2002 Nomor 13J3.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 507 d):

4, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 3014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomaor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimana telah beberapa kali diubah werakhin
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubshan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun aU1<
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 3679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administras
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomoer 5601);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negasa
Republik Indonesia Nomor 4578);

B. Peraturan Pemerintah Momor 18 Than 2016 tentang Perangkar
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Perafuran
Pemnerintah Nomor 72 Tahun 2019 teniang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 187, Tambehan Lembaran Negara Republik [ndonesis
Komor 6402);

9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 20153 teniang Pedoman
Crganisast Rumah Sakit (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

10, Peraturan Menteri Keschatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang
Klasifikasi Rumah Sakiy;

11, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klagifikasi dan Perijinan Rumah Sakit,

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 79 Tahun 2018 tentang



Menetnplknn:

Budan Layanonn Umum  daershy (Lembaran Negora Fapubilile
Toaclosrenin Taln 20068 Meunor 12 13);

13, Peratisenn Doornh Momior 11 Tabun 2006 tentang Pebentoban
dun Susunan Parengkatl doarah Proviost Musa Tenggnrn Barat
(Lembaran Daerah Provinal Muss Tenggars Barnt Tabun 2006
Memor 11) nebogalmann telah diuboh dengan Peratirnn Dascrah
Mamar 13 Tohun 2000 tentang Perdibahon Stas Peraluran
Naernh Nomer 11 Tuhun 2006 teniang Pembantuken  dan
Sumrunan  Perunglent  dnarnh Provinel Nuse Tenggoara Bearal
(Lembaran Doernh Proviosl Muse Tenggors Baral Tabuan 2019
Nomor 13];

MEMLUTUSKAN !

PERATURAN QUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN

OROANISASI, TUGAS DAN FUNGSEI SERTA TATA KERJA

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NUSA

TENGOGARA BARAT,

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pernturen Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

L,
2,

3

Cubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat,
Pemerintah Provinai adelah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Barat.
Sekretariat Dacrah adalah Sckretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

Tipe A adalah ukuran atas Intensitas ateu beban tugas utama
pada setlap urusan pemerintshan yang menjadi kewenangan
Daerah provinel yang harus dilaksanakan oleh peranghat daerah
untuk beban kerja besar.

Dinas  Kesehatan merupakan Dinas Dacrah tipe A
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis
Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan leknis penunjang tertentu,

Rumah Bakit Daersh adalah unit organisasi yang bersifat khusus
pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memberikan
layanan sccara  profesional  dan memilikd otonoml  dalam
pengelolann  keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian, dun dikategorikan ke dalnm rumah sakit umum
dacrah dan rumah sakit khusus daerah.

Rumah Saeklt Jiwa Mutiarn Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat
yang selanjutnya disebut RE8J Muliara Sukma adalah Rumah

Salit Jiwa milik Pemerintah Provinsi Nuss Tenggara Barat.



11.

13,

13.

14,

15,

{1)

()

(3]

]

Pimpinan RSJ Mutiara Sukma sdalah Direktur.

. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter

gigl spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di
unit pelayenan rumah sakit.

Kelompok Staf Medis yang selanjutnyas disingkat KSM adalah
suatu kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam
jabatan fungsional.

Jabatan Fungsionel adalah kedudukan yang menunjukan Lugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak secrang Pegawal Aparatur
Sipil MNegara dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnys didasarkan pada keahlian dan atau

keterampilan tertentil.
Kelsmpok Jabatan Fungsional aalah suam kelompok yang terdiri

dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat
dibagi dalam berbagal kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan BLUD.

Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah perangkat RE&J Mutiara
Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugas melakukan
pemeriksaan dan pengendalian internal dalam rangka membantu
Direktur untuk meningkatken kinerja pelayanan, keuangan dan
pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responstbility) dalam
menyelenggarakan bisnis yang sshat.

BABIf
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2
RSJ Mutiare Sultma adalah Unit Pelaksana Teknis Dasrah yang
bersifat khusus yang berada dibawah Dinas Kesehatan Provinsi
Nusa Tenggara Barat.
RSJ Mutiara Sukma sebagai unit organisasi bersifat khusus yang
memberikan layanan secara profesional di lingkungan Dinas
Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebegai unit organisasi bersifat khusus scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) RSJ Mutinra Sukma memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian.

RSJ Mutiara Subkma dipimpin oleh Direktur dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Keachatan Provinsi Nusa Tenggara

Barat.,



(1]

(2]

BAB LI
TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB RSJ MUTIARA SUKMA

Pasal 3

Ba] Mutiara Sulkma mempunyal tugas membantu Gubernur
dalam menyelenggarakan  LGrusan pemerintahan  dibidang
kesehatan jiwa, melaksanakan upaya keachatan yang khusus
menangani pelayanan rujukan dan pengembangan pelayanan di
bidang kesehatan jiwa dan penyclenggaraan pendidikan, penelitian
dan pengembangan keschatan, serta melaksanakan pelayanan
bermuty sesuai standar pelayanan RSJ Mutiara Sukma,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud pada ayat (1],

RSJ Mutiara Sukma menyelenggarakan fungsi :

a, penyelenggaraan pelayanan medik dann pelayanan asuhan
keperswatar,

b, penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;

e, penyelenggaraan pendidikan dan penelitian tenaga keschatan;

d, penyelenggeraan administrasi wmum, kepegawaian dan

kerumahtangean;

e. penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan dan
asget;

. penyclenggaraan informasi dan teknologi rumah sakdt;

g. penyelenggaraan pelayanan rijukan khusus keschatan jiwa;
dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Gubernur melalui
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

{3) Dalam melaksanakan tugasnya RSJ Mutiara Sukma memilila

atonomi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
serta Bidang Kepegawaian.

(4) Dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta

&l

[E)

(7

bidang Kepegawaian schagaimana dimalesud pada ayat [3) R3J
Mutaras Sukma bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (3]
dilaksanakan melalui penyampaian laparan pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian
serta pelaksanaan kegiatan teknis lainnya di RSJ Mutiara Sukma.
aan Keuangan dan Barang Milik Daeran
puti perencanaan,
SETiA

Otonomi dalam Pengelol
sebagaimena dimaksud pada ayat {3} meli
pelaksanaan, den  pertanggungiawaban keuangan
pengeunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.

Tare cara dan format penyusunan laporan  pelaksanaan

pengelolaan keuangan, barang millk Daerah dan kepegawaian



(8)

(1)

serta  pelaksanann kegiatan icknis lainnya di sebagaimana
dimaksud pada ayat (5 RSJ Mutiara Sukma dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Tata cara pelaporan diluer ketentuan sebagaimana dimajsud pada
ayat (3} ditetapkan olch Dinas Keschatan Provinsi Husa Tenggara
Barat.

BAB IV
SUSUMNAN ORGANISAS]

Pasal 4

Susunan Organisasi RSJ Mutiara Sukma, terdiri dari:
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1) Subbagian Umum, Kepegawalan dan Kerumahtanggaan;
Z2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
c. Bidang Pelayanan, terdiri darni :
1) Seksi Pelayenan Medik;
2) Seksi Keperawatan;
d. Bidang Penunjang, terdiri dari :
1) Seksi Penunjang Medilk;
2) Seksi Penunjang Non-Medik;
Instalasi;
Unasan;
Dewan Pengawas;
, Satuan Pengawas [nternal;
Komite;
j. Kelompok Staf Medis; dan
k. Kelompok Jabatan Fungsional.

P EE e

(2) Bagan Struktur Organiszsi RSJ Mutiara Sukma sebageimana

(1)

dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Qubernur inl.

EAB V
TUGAS, WEWENANG, TANGGUNG JAWAR DAN FUNG3I

Bagian Kesatu
Direkour

Pasal 5

Dalam melaksanakan ketenluan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (5], direktur RSJ Mutiara Sukma ditetapkan selaku

kuasa pengguna anggaran den kuasa pengguna barmng sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2}

(3]

(4)

(3]

(&)

(7]

(8]

(9

Selain selaku kuessa pengguna anggaran schbagaimana dimaksud

pada ayat (1), direktur R3J Mutiara Sukma memiliki tugas dan

kewenangan:

8. menyusun rencana kerja dan anggaran;

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

c. menandatsngani surat perintah membayar;

d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
Jawabnya;

e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang
dipimpinnya;

[ menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat
penatausahaan keuangan; dan

g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan dacrah.

Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan

anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf

b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Femerintah

Provinsi Musa Tenggara Barat melalui pejabat pengelola keuangan

Dasrah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk diverifikasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimalksud dalam pasal

4 ayat [6), dircktur R3J Mutiara Sukma melaksanakan belanja

segual dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimalksud

pada ayat (2] huruf b s=esuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

Direktur RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

bertanggung jawab atas pelaksanaan anggeran pendapatan dan

belanja R8J Mutiara Sukma.

Dalam pertanggungiawaban keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat [6), direletur RSJ Mutiara Sukma melakukan

peryusunan  laporan pertanggungiawaban  keuangan  yang

merupakan bagian dari laporan kinerja sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6] disajikan dalam laperan keuangan Dinas Kesehatan

Provinsi Nusa Tenggara Barat dan laporan keuangan Pemerintah

Provinsl Nusa Tenggara Baral,

Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebageimana
dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan dan
perundang-undangan.

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud delam
pasal 4 ayat (6), dilaksanakan melaluf ketentuan :



(10)

(1)

(2]

(3]

b. penyclenggarasn

. direktur RSJ Mutiara Sukma dapat mengusulkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur 8ipil negara
kepada pejabat yang berwenang sesual dengan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan;

 direktiur RSJ Mutlara Sukma memiliki kewenangan cdalam

menyelenggarakan pembinnan pegawai aparatur sipil negara
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesual
dengan ketentuan peraluran dan perundang-undangan; dan

. direktur RSJ Mutiara Sukma memiliki kewenangan dalam

pengelolaan dan pembinaan pegawal di linglungan rumah sakil
Rumah Saldt Jiwa Mutisra Sukma scsual dengan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
Direktur RSJ Mutiara Sukma menyclenggarakan fungsi:
a, penetapan kebijakan usulan perencanaan, pelaksanaan evaluas)

dan pelaporan kegiatan pelayanan dan pembangunan Rumah
Sakdit;

. penyelenggeraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pelayanan keschatan perorangati tingkat lanjutan;

. pembinaan dan pengawasan [UEAS di bagian tata usaha, bidang

pelavanan medik, dan bidang penunjang medilk;

.penpawasan, pengendalian  kegiatan R2J Mutiara Sukma

Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Dinas

Kesehatan Provinsi Musa Tenggera Barat gegual dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha dipimpin aleh seorang Kepala Bagian dan
bertanggungjawab kepada Direlctur,
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai
melaksanakan sebagian tugas Di
pengawasarn, pengendalian  dan
administrasi umum, kepegawaian
percnicanaan, keuangan dan asset.
Dalam melaksanakan Lugas schapaimana dimak
kepala bagian tala usaha menyelenggarakan fungsi !
a. perumusan kebijakan, perenc

tugas dan wewenang dalam
rektur yaitu melaksanakan

kootdinasi  kegiatan  lingkup
dan Kerumahtanggaan scria

sud pada ayat (2],

anaan dan pelaporan  kinetja

rumah sakit;
administrasi umum, kepegawaian dan

kerumahtanEgann,

¢, penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset;

. — -



(4)

(1)

(2]

(3

(1]

(2]

(2

d. penyelenggaraan pelayanan informasi dan teknologi  rumah
sakit;

e. pengendalian, keamanan dan ketertiban rumah sakit;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan,

Delam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Tata

Usaha membawahi :
a, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggaan;

b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset,

Pasal 7
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggaan dipimpin
oleh seocrang kepala Sub Bagian.
Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggan
mempunyai tugas dan wewenang dalam pengelolaan administrasi
umum rumah sakit, pengelolaan kepegawaian, pelayanan
kehumasan, pelayanan informasi dan teknologi rumah sakit,
leetatalalkaanaan dan kelembagaan rumah salkit,
pengendalian, keamanan dan ketertiban rumah sekit, pelayanan
kerjasama, pelaksanaan pengelolaan sarana mobilitasi dan
kerumahtanggaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh atasan,
Kepela Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada syat 2},
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.,

Paszal 8

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian;

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunval
tugas dan WeWCnang dalam melaksanakan perencanann,
penganggaran, pEnyUsSUnRAn pelaporan, evaluasi dan
penataausahaan keuangan rumah sakit, perencanaan dan
penylapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan/aset,
sarana dan prasarana bahan habis pakai rumah sakit seria
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha,




Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan

Pasal 9
{1} Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
{2} Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas dan wewenang dalam
melaksanakan tugas pokok dircktur  dalam pelaksanan

penyusunan  kebutuhan pelayanan medik dan keperawatan,
pengawasan dan pengendalian, penggunaan fasilitas pelayanan.

{3} Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pelayanan
mempunyai fungsi:

a, pengkoordinasian dan penyusunan bahan, rencana program dan
petunjuk teknis pengelolaan linglup tugas pokok pelayanan
medik dan pelayanan keperawatan,

b, pengelolaan  lingkup tugss pokok pelayanan medik dan
pelayanan keperawatan,

¢, pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program  lingkup tugas pokok pelayanan medik dan

keperawatan,;
d. pelaporan dan pengkajian hasil pelaksanaan lingkup rugas

pokok pelayanan medik dan pelayanan kepecrawatan; dan
e, melaksanakean tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
{4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagi=n

Pelayanan membawahi :
a, Beksi Pelavanan Medik; dan
b. Beksl Keperawatan.,

Pasal 10

(1) Seksi Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas dan wewsnang
dalam melaksanakan perencanaan, penyusunan kKebutuhan
pelayanan medik, pemantauan, pengendalian penggunaan fasilizas
pelayanan medik dan pengelolaan SDM Pelayanan Medik serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3] Kepala Seksi Pelayanan Medik dalam melaksanakan Tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], bertanggungjawab Kepada
Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 11
(1) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Keperawatan mempunyal tugas dan wewenang dalam
melaksanakan PErencanaan, pemantauan, pengendalian,
PLNEAWASAn, evaluasi, pelaporan  pengembangan  mutu



keperawatan dan  pengelolaan SDM Keperawatan  Seria
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan,

(3) Kepala Scksi Heperawstan dalam melaksanakan ftugas
sehagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Pelayanan.

Bagian Keempat
Bidang Penunjang

Pasal 12

(1) Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan
tugas pokok Direktur dalam penyusunan kebutuhan pelayanan
penunjang, pengawasan, pengendalian dan penggunaan fasilitas
penunjang.

{3) Dalam melaksanakan tUgAs pokok, Kepala Bidang Penunjang
mempunyai flungsi :

g, pengkoordinasian dan penyusunan bahan, rencana program dan
petunjul teknis pengelolaan lingkup penunjang;

b. pengawasan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan program linglkup penunjang;

c. pelaporan pelaksanasn kegiatan lingkup penunjang;

d. melalcsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang
Penunjang membawahkan :

a. Seksi Penunjang Medik; dan
b. Seksi Penunjang Non Medik,

Pasal 13

(1) Seksi Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

(2) Kepala Seksi Penunjang Medilke mempunyai tugas dan wewenang
dalam melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalarn pelayanan farmasi,
pelayanan gizi, pelayanan laboratorium serta melaksanakan tugas
kedinasan lain vang diberikan oleh atasan.

{3) Kepala Seksi Penunjang Medik dalam melaksanakan (Ugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Penunjang.

Pasal 14
(1) Seksi Penunjang Nen Medik dipimpin olch seorang Kepala Sekal.

(2) Kepala Seksi Penunjang MNon Medik mempunyai tugas
melaksanakan  perencanaan,  pemantsuan, pengendalian,
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(1)

2}

(3]

4]

pengawasan, evaluasi  dan  pelaporan dalam  pelayanan
pemulasaraan  jenazah, keschatan  lingkungan,  laundry,
Pendidikcar: dan Pelatiban, pemelinaraan sarana don prasarann
Rumah Sakit scrta melaksanakan tugas kedinasan lain  yang

diserikan oleh AtASAN.

Kepala Scksi Penunjang Non Medile dalam melaksanakan tugas
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Penunjang,

Bagian Kelima
Organisasi Non Struktural

Paragral 1
Dewan Pengawas

Paszal 15

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas
adalah organ yang bertugas mclakukan pengawasan terhadap
pengelolaan BLUD.

Dewsn Pengawas memiliki tugas dan wewenang:

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD
dan memberikan rekomendas: atas hasil penilaian untuk
ditindaldanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;

c. memenitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja
dari hasil laporan audit pemeriksa elksternal pemerintab;

4. memberikan naschat kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanakan rugas dan kewajibannya; dan

e, memberikan pendapat dan saran kepada CGubernur melalui
Kepala Dinas Kesehatan Provinai NTB mengenai:

1. RBA yang diusulkan olch Pejabat Pengelola;

2. permasalahan yang menjadi  kendala dalam pengelolaan
BLUD; dan

3. kinerja BLUD.

Penilaian kinerja keuangan sehagaimana dimaksud pada ayat (2}

hurof b, diukur paling sedildt meliputi:

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang
diberikan (rentabilitas);

b. memeanubi kewajiban jangka pendeknya {likuiditas);

. memenuhl seluruh kewajibannysa (solvabilitas); dan

d. kemampuan penerimasin dari jasa layanan untuk membiayal

pengeluaran.

Penilpian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, diukur paling epdikit berdasarkan perspekil pelanggan,
proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan,




(5] Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya ssbagaimans
dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur secara berals paiTE
sedikit 1 [satu} kali dalam satu tahun atau sewsRIU-waLtU ks
diperlukan.

Paragraf 2
Satuan Pengawas Internal

Pasal 15

{1} Satuan Pengawas Internal (SPi) adalah perangeat R Mutiara Sulima
yang bertugas melakukan pemerisaan dan pengendsiar intermal
dalam rangka membanty Direktur untuk meninghkatiesn “oems
pelayanan, keuangan dan pengaruh linglungan scaisl se.ctarnya
[social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat

{2) Satuan pengawas internal berada di bawah dan bertanggungiawat
kepada Direlctur.

Paragrafl 3
Komite
Pagal 17
(1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenage aflf
atau profesi yang dibentuk untulc memberiken perSmbangan
strategis kepada direletur RSJ Mutiara Sukma dalam rangks
peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Salde
{2) Pembentukan komite ditetapkan oleh direksur RSJ Musara Sulona
sesuai kebutuban rumah sakit paling kurang terdin dard Komis
Medik, Komite Kepsrawatan, Komite Tenega Kesehatan Lsin serte
Komite Etik dan Hukum Rumah Saldt.
{3} Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepads Dirsictuis
{4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangear dan
diberhentikan oleh Direlctur,
(5] Pembentukan dan perubshan jumlah dan jenis lesmits
ditetapkan oleh Direktur.

Paragrafl 4
Kelompok Stal Meadis

Fasal 18

(1} Kelompok Staf Medis merupakan kelompok dokter yang bekerjs di
bidang medis dalam jabatan fungsional.
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Pembentukan Kelompolk Stal Medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] ditetaplan oleh Dirclotur,

Kelompok Staf Medis mempunyal tugas melaksanakan diagnosa,
pengobatan, pencegehan  akibat penyakit, peningkatan  dan
pemulihan  keschatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan,
penclition dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
kedakteran.

Dalam melaksanakan tugns sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kelompok Stal Medis menggunakan pendekatan tim dengan tenaga
profesi terkait.

Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Kelompok Staf
Medis ditctapkan oleh Direktur.

Kelompok Staf Medis berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Direktur melalui Kepala Bidang Pelayanan Medik.

Paragraf 5
[nstalasi

Pasal 19

Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan
fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik dan non
medik, penunjang tmedic dan non medik, pendidikan
dan penclitian rumah salit.

Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh dircktur RSJ Mutiara Sukma sesuai kebutuhan
rumah salit,

Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan
diberhentikan oleh direlktur,

Kepala Instalasi dalam melaksanakan ftugasnya dibantu oleh
tenaga tenaga fungsional dan atau non medis.

Pembentikan dan perubshan jumlah dan jends instalasi
ditetapkan dengan Keputusan Direkiur,

Paragrafl 6
Urusan

Pasal 20

Urusan adalah unit kerja non struktural yang mcng.rcd_iakaq
fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrast
umum, kcpegawaian, kerumahtanggaan, percncanaan, keuangan

dan aset.



(2] Pembentukan urusan ditetapkan oleh direkiur RAJ  Mutiara
Sukma sesuai kebutuhan rumah sakit,

{3) Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur.

(4] Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu cleh tenaga
fungsional vwmum.

(5] Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis urusan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Pungsional

Pasal 21

(1] Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesual dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional
sesual dengan sifat dan keahliannya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung
jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang dan Kepala Bagian,
gecara operasional berkoordinasi dan bertanggungawab kepada
kepala seksi dan kepala subbag sesuai pembidangannya.

(4] Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

(5] Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan perafuran
perundang-undangan.

Pasal 22

Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal B
sampai dengan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran II ¥ang
merupakan begian tidak terpisahlan dari Peraturan Qubernur ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tUgas pokol dan fungsinya Direktur, Kepala
Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepale Sub Bagian, 3Pl
Komite, Kelompok Stal Medis, Instalasi, Urusan, dan Kelompok
Jabatan Fungsional herkewajiban menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satlan organisasi di lingkungan Rumah Sakit, serta




inatansi lain di luar Rumah Sakit sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

{2] Direktur bertanggungiawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahan dan memberikan pengarshan  serta petunjuk  bagi
pelaksanaan tugas kedinasan.

(3] Setiap pejabat strulctural bertanggungjawab kepada Dircktur dan
menyampaikan laporan epcara  beckala atau gewa ktu-wakitu
diperlukan.

(4) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima
oleh Direltur wajib dislah dan dipergunakan gebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan,

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalul
Dewan Pengawas dengan ftembusan kepada kepala satuan unit
organisasl lain dilingkungan satuan organisasi yang Sccara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Setiap Pejabat Struktural wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan apabila terjadi penyimpengan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7] Direktur dan Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat berkala.

BAE VI
JABATAN

Pasal 24

(1) Direktur R8J Mutiara Sulma Kelas B Merupakan Jabatan Eselon
111/ atau Jabatan Administrator.

(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSJ Mutiara Sukma
merupakan Jabatan Eselon 111 /b atau Jabatan Administrator.

(3] Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada RSJ Mutiara Sukma
merupakan Jabatan Eselon [V/a atau Jabatan Pengawas.

i4) Pejabat Strukturel pada RSJ Mutiara Sukma, diangkat dan
diterhentilan olch Gubsmur segual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembinyaan untuk mendulung kegiatan unit organisasi beraifat khusus
vang mcmberikan leyanan secara profesional di lingkungan Dinas
Keschatan dibebanken pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan sumber-sumber lain yang sah.

BaB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, Aparatur Sipil Negara
di lingkungan RSJ Mutiara Sukma, tetap dalam kedudukannya
masing-masing sampai ditetapkannya Keputusan lebih lanjut aleh
Gubernur.

(2) Pejabat struktural yang ada pada saat berlakunya Peraturan
Gubernur ini tetap menjalankan tugasnys sampal ditetapkannya
keputusan lebih lanjut aleh Gubernur.

BAB [X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada seat Peraturan Gubernur ini mulai berialos, Peraturan Gubernur
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Provinei Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provins: Musa Tocnggara
Barat Tahun 2019 Nomer 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 25
peraturan Gubernur ini mulaj berlalou pada tanggal diundangkan.

getiap orang mengetshuinya, memerintahkan pcnﬂundﬂ'"gan

peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita dacrah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ditetapkan di Mataram . At

-!‘}'_l'\- "-"_,:1'.- - =

pada tanggal 23 PES
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ted.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

piundanghkan di Mataram
pada tanggal 2% DLATIMsw

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTE,
ttd.

2019

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR A
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Lampiran 2 :

NOMOR 53 TAHUN 2019
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN FUNGSI

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO JABATAN RIMGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS FUNGSI
1 2 3 4 S
Direktur memimpin, mengatur, menetapkan kebijakan operasional RSJ Mutiara . penetapan kebijakan usulan
membina, menyusun Sukma; perencanaan, pelaksanaan
kebijakan, mengkoordinir, menetapkan Keputusan Direktur tentang evaluasi dan pelaporan kegiatan
mengawasi dan Peraturan Internal Staf Medis, Peraturan Internal pelayanan dan pembangunan RSJ

mengendalikan tugas RSJ
Mutiara Sukma  sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan.

Staf Keperawatan, Keputusan Direktur tentang
Kebijakan, Pedoman, Panduan, dan Standar
Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di RSJ
Mutiara Sukma;

mengangkat dan memberhentikan pegawai RSJ
Mutiara Sukma yang berstatus non PNS;
menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak
dan kewajiban pegawai serta pasien di RSJ
Mutiara Sukma sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

memberikan  penghargaan kepada  pegawai,
karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa
atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak
melebihi ketentuan yang berlaku;

memberikan sanksi yang bersifat pembinaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

. penyelenggaraan

. penyelenggaraan

Mutiara Sukma;

. penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pelayanan
kesehatan  perorangan  tingkat
lanjutan;

. penyelenggaraan pelayanan

penunjang medik dan non medik;

. penyelenggaraan pendidikan dan

penelitian tenaga kesehatan;

. penyelenggaraan administrasi
umum, kepegawaian dan
kerumahtanggan;

. penyelenggaraan administrasi

perencanaan, keuangan dan asset;
informasi dan
teknologi rumah sakit;

pelayanan




—.

undangan;

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
pejabat pengelola di bawah Direktur kepada
Gubernur;

mendatangkan ahli, konsultan,
independen manakala diperlukan;
menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi
pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
menandatangani perjanjian dengan pihak lain
untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis
operasional pelayanan;

menyusun rencana kerja dan anggaran;

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
menandatangani surat perintah membayar;
mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi
tanggung jawabnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
unit yang dipimpinnya;

menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan,
pejabat  pengelola  barang dan pejabat
penatausahaan keuangan; dan

menetapkan pejabat lainnya dalam wunit yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah

menetapkan dan menyelenggarakan  seleksi
penerimaan pegawai non ASN sesuai kebutuhan
RSJ Mutiara Sukma

merumusan dan penetapan program kerja dan
rencana kegiatan RSJ Mutiara Sukma;
menyelenggarakan pelayanan kuratif, rehabilitatif,

atau lembaga

rujukan khusus kesehatan jiwa;

i. pembinaan dan pengawasan tugas

di bagian tata wusaha, bidang
pelayanan medik, dan bidang
penunjang medik; dan

j. pengawasan, pengendalian
kegiatan RSJ Mutiara Sukma

Provinsi Nusa Tenggara Barat.




aa.

bb.

CC.

promotif dan preventif kesehatan khusus jiwa
sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
menyelenggarakan upaya pemeliharaan dan
peningkatan  kesehatan  perorangan melalui
pelayanan kesehatan yang paripurna;
menyelenggarakan upaya pemeliharaan dan
peningkatan kesehatan jiwa masyarakat;
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
sumber daya manusia dalam rangka peningkatan
kemampuan dalam pemberian pelayanan
kesehatan khusus jiwa;

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
serta penapisan teknologi bidang kesehatan
khusus jiwa.

menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama
dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga
terkait lainnya di dalam dan luar negeri pada
aspek kesehatan jiwa;

menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan dan
pengendalian seluruh kegiatan Rumah Sakit Jiwa
sesuai ketentuan  peraturan perundang -
undangan;

menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
Rumah Sakit Jiwa

menyelenggarakan penyampaian saran
pertimbangan mengenai bidang kesehatan khusus
jiwa sebagai bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah;

menyelenggarakan kepemimpinan, pembinaan dan




dd.

€e.

CC.

dd.

€e.

ff.

g8g.

hh.

pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Rumah Sakit Jiwa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan
dan penatausahaan barang milik Daerah;
melaksanakan belanja sesuai dokumen
pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara
kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku;

menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur
sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku;
pengelolaan dan  pembinaan  pegawai  di
lingkungan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
sesuai dengan  ketentuan = peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku;
mendelegasikan sebagian kewenangan kepada
pejabat pengelola di bawahnya;

meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dari semua pejabat pengelola di bawahnya; dan
melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.




Kepala Bagian Tata
Usaha

pengawasan, pengendalian,
pengaturan, perumusan
kebijakan dan koordinasi

kegiatan lingkup ketata
usahaan meliputi
administrasi umum dan
kepegawaian,
kerumahtanggaan dan
perlengkapan serta
perencanaan, keuangan
dan aset.

Moo T

. menyelenggarakan perencanaan,

mengkoordinasikan penyusunan RBA;

menyiapkan DPA RSJ Mutiara Sukma;

melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
menyelenggarakan pengelolaan kas;

melakukan pengelolaan utang piutang;

menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap
dan investasi;

menyelenggarakan sistem informasi manajemen
keuangan;

menyelenggarakan akuntansi
laporan keuangan; dan
menyusun dan menyelenggarakan program kerja
ketatausahaan;

membantu Direktur menyelenggarakan koordinasi
penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan
teknis aspek ketatausahaan;

menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan
dan pengendalian program bagian tata usaha;
menyelenggarakan pelayanan administrasi
keuangan meliputi penatausahaan keuangan,
serta pengelolaan sistem akuntansi, verifikasi dan
pelaporan keuangan;

dan penyusunan

penganggaran
dan pelaporan RSJ Mutiara Sukma;
menyelenggarakan pelayanan administrasi umum
meliputi penatausahaan surat, kerumahtanggaan,
perlengkapan, pengelolaan barang/aset serta
pengelolaan kearsipan dan humas;

melaksanakan pengelolaan Sistem Manajemen
Informasi Rumah Sakit (SIMRS) dan Informasi
Teknologi RSJ Mutara Sukma,;

menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan

a. Perumusan
perencanaan
penyelenggaraan
ketatausahaan;

b. Penyelenggaraan administrasi
kepegawaian, kerumahtanggaan
dan perlengkapan;

c. Pelaksanaan administrasi Rumah
Sakit; dan

kebijakan,
pelaporan
kegiatan

dan




rancangan dan pendokumentasian peraturan
perundang-undangan di lingkup RSJ Mutiara
Sukma;

membantu Direktur dalam menyelenggarakan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) RSJ Mutiara Sukma;
membantu Direktur melaksanakan koordinasi dan
fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
lingkup RSJ Mutuara Sukma;

membantu Direktur menyelenggarakan pembinaan
administratif pejabat struktural dan fungsional
lingkup Ketatausahaan;

membantu Direktur menyelenggarakan pembinaan
dan pengendalian tugas pokok dan fungsi Urusan
dibawah ketatausahaan;

menyelenggarakan koordinasi pengkajian bahan
verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan
terhadap permohonan dan realisasi bantuan
keuangan dan hibah/bantuan sosial;
menyelenggarakan telaahan staf di lingkup
ketatausahaan sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kegiatan ketatausahaan;

melaksanakan penyusunan standar operasional
prosedur penyelenggaraan ketatausahaan;
membantu direktur dalam pengusulan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku;
membantu direktur dalam pembinaan pegawai




aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku;
4. membantu direktur dalam pengelolaan dan
pembinaan pegawai sesuai dengan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
bb. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja
terkait; dan
cc. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Kepala Sub Bagian | melaksanakan a. membantu Bagian Tata Usaha dalam | a. Penyusunan kebijakan,
Umum, perencanaan, penyusunan menyelenggarakan dan memfasilitasi pelayanan perencanaan dan pelaporan
Kepegawaian dan | pelaporan dan evaluasi administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, penyelenggaraan kegiatan Sub
Kerumahtanggaan |administrasi umum RSJ kerumahtanggan, kehumasan, ketatalaksanaan Bagian Umum, Kepegawaian dan
Mutiara Sukma, dan kelembagaan RSJ Mutiara Sukma Kerumahtanggan;
Kkepegawaian, b. membantu Bagian Tata Usaha memfasilitasi . Penyelenggaraan administrasi
kerumahtanggan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Urusan di umum, kepegawaian dan
kehumasan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan kerumahtanggaan;
’ Kerumahtanggan.
ketatalaksanaan dan .
) c. membantu Bagian Tata Usaha menyelenggarakan
kelembagaan RSJ Mutiara monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sub Bagian
Sukma Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggaan;
d. membantu Bagian Tata Usaha menyelenggarakan

pembinaan administratif pegawai di lingkup Sub
Bagian Umum, Kepegawaian dan
Kerumahtanggan;

membantu Bagian Tata Usaha menyelenggarakan
pembinaan dan pengendalian tugas pokok dan
fungsi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan
Kerumahtanggan;




membantu Bagian Tata Usaha menyelenggarakan
pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Rumah
Sakit (SIMRS) dan Informasi Teknologi RSJ Mutara
Sukma;

menyelenggarakan pengkajian dan menyusun
program kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian
dan Kerumahtanggan;

menyelenggarakan pelayanan dan administrasi
Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggan;
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian
Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggan;
menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi di
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan
Kerumahtanggan;

menyelenggarakan pengkajian bahan kerjasama
dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga
terkait lainnya dalam dan luar negeri;
menyelenggarakan pengelolaan fasilitas umum;

. menyelenggarakan telaahan staf di Sub Bagian
Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggan
sebagai bahan  pertimbangan  pengambilan
kebijakan;

menyelenggarakan  pelaporan dan  evaluasi
kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan
Kerumahtanggaan,;

melaksanakan penyusunan standar operasional
prosedur penyelenggaraan administrasi Umum,
Kepegawaian dan Kerumahtanggaan;
menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja
terkait; dan

melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan




oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.
Kepala Sub Bagian | melaksanakan membantu Bagian Tata Usaha dalam | a. Penyusunan kebijakan,
Perencanaan, perencanaan, penyusunan menyelenggarakan dan memfasilitasi pelayanan perencanaan dan pelaporan
Keuangan dan aset | pelaporan, evaluasi, dan administrasi keuangan, perencanaan, penyelenggaraan kegiatan Sub
penatausahaan keuangan, penganggaran, pelaporan dan aset RSJ Mutiara Bagian Perencanaan, Keuangan
perencanaan serta aset Sukma; dan aset;
RSJ Mutiara Sukma membantu Bagian Tata Usaha memfasilitasi| b.Penyelenggaraan penatausahaan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Urusan di
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan asset;
membantu Bagian Tata Usaha menyelenggarakan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan dan aset;

membantu Bagian Tata Usaha menyelenggarakan
pembinaan administratif pegawai di lingkup Sub
Bagian Perencanaan, Keuangan dan aset;
membantu Bagian Tata Usaha menyelenggarakan
pembinaan dan pengendalian tugas pokok dan
fungsi Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
aset;

menyelenggarakan pengkajian dan menyusun
program kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan
dan aset;

menyelenggarakan pelayanan dan administrasi
keuangan, perencanaan, penganggaran, pelaporan
dan aset;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan dan aset;
menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi di
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan aset;
menyelenggarakan telaahan staf di Sub Bagian

keuangan, perencanaan serta aset
RSJ Mutiara Sukma,;




Perencanaan, Keuangan dan aset;
menyelenggarakan  pelaporan dan  evaluasi
kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
aset;

melaksanakan penyusunan standar operasional
prosedur penyelenggaraan penatausahaan
keuangan, perencanaan, penganggaran, pelaporan
dan asset;

. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja

terkait; dan

melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Kepala
Pelayanan

Bidang

pengawasan, pengendalian,
pengaturan, perumusan
kebijakan dan koordinasi
kegiatan lingkup bidang
pelayanan yaitu pelayanan
medik dan keperawatan,
penyusunan kebutuhan
pelayanan medik dan
keperawatan, pengawasan

dan pengendalian,
penggunaan fasilitas
pelayanan.

menyelenggarakan
Bidang Pelayanan;
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
teknis, bahan koordinasi, bahan pembinaan, dan
bahan pengendalian pelaksanaan urusan
pemerintahan provinsi di bidang pelayanan yang
meliputi pelayanan medik dan keperawatan;
menyelenggarakan pelayanan dan administrasi
bidang pelayanan yang meliputi pelayanan medik
dan keperawatan;

membantu Direktur menyelenggarakan kegiatan
bidang pelayanan yang meliputi pelayanan medik
dan keperawatan;

membantu Direktur menyelenggarakan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang bidang
pelayanan yang meliputi pelayanan medik dan
keperawatan;

membantu Direktur menyelenggarakan verifikasi
dan mengkaji bahan rekomendasi terhadap

pengkajian program kerja

. Pengkoordinasian dan

penyusunan bahan, rencana
program dan petunjuk teknis
pengelolaan lingkup tugas pokok
Bidang Pelayanan yang meliputi

pelayanan medik dan
keperawatan;

. penyelenggaraan pelayanan medik
dan pelayanan asuhan
keperawatan;

. Pengelolaan lingkup tugas pokok

Bidang Pelayanan yang meliputi

pelayanan medik dan
keperawatan;

. Pembinaan, pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan
program lingkup tugas pokok
Bidang Pelayanan yang meliputi
pelayanan medik dan




permohonan bantuan keuangan dan bantuan
hibah/bantuan sosial di bidang pelayanan yang
meliputi pelayanan medik dan keperawatan;
memimpin kegiatan pelayanan dan administrasi
aspek medik dan keperawatan;

menyelenggarakan  pengaturan, pengendalian,
membina dan pengkoordinasian pelaksanaan
fungsi pelayanan yang meliputi pelayanan medik
dan pelayanan keperawatan;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
teknis lingkup pelayanan medik dan pelayanan
keperawatan;

menyelenggarakan pengelolaan fungsi pelayanan
medik dan keperawatan;

membantu Direktur menyelenggarakan koordinasi,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas
pokok dan fungsi Instalasi-Instalasi lingkup
bidang pelayanan yang meliputi pelayanan medik
dan keperawatan;

menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan
pengorganisasian standar pelayanan medis dan
prosedur tetap sesuai dengan standar pelayanan
minimal dari Kementerian Kesehatan;

. menyelenggarakan telaahan staf bidang pelayanan
yang meliputi pelayanan medik dan keperawatan
sebagai bahan  pertimbangan  pengambilan
kebijakan;

menyelenggarakan  pelaporan dan  evaluasi
kegiatan bidang pelayanan yang meliputi
pelayanan medik dan keperawatan;

melaksanakan penyusunan standar operasional
prosedur penyelenggaraan bidang pelayanan;

keperawatan;

e. Pelaporan dan pengkajian hasil
pelaksanaan lingkup tugas pokok
Bidang Pelayanan yang meliputi
pelayanan medik dan asuhan
keperawatan.




menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja
terkait; dan

melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Kepala Seksi
Pelayanan Medik

melaksanakan

perencanaan, penyusunan
kebutuhan pelayanan
medik, pemantauan,
pengendalian penggunaan
fasilitas pelayanan medik
dan pengelolaan Sumber
Daya Manusia Pelayanan

Medik, serta
melaksanakan tugas
kedinasan lain yang

diberikan oleh atasan.

melaksanaan penyusunan program kerja Seksi
Pelayanan Medik;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan
teknis, bahan koordinasi, bahan pembinaan dan
bahan pengendalian aspek pelayanan medik;
melaksanakan koordinasi dan pembinaan
pelayanan medik;

membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam
melaksanakan kegiatan seksi pelayanan medik
yang meliputi pelayanan medik serta
pengembangan dan mutu pelayanan medik;
melaksanakan pengendalian kegiatan Pelayanan
Medik;

membantu Kepala Bidang Pelayanan
melaksanakan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik;
membantu Kepala Bidang Pelayanan
melaksanakan verifikasi dan menyusun bahan
rekomendasi terhadap permohonan bantuan
keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di
bidang pelayanan medik;

melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan
Seksi Pelayanan Medik;

melaksanakan penyusunan standar operasional
prosedur penyelenggaraan pelayanan medis;
melaksanakan pengendalian dan pengawasan
pelayanan medik;

a. Penyusunan
perencanaan dan

kebijakan,
pelaporan

penyelenggaraan kegiatan Seksi

Pelayanan Medik;
b. Penyelenggaraan
pelayanan medik;

kegiatan




melaksanakan perencanaan, pengusulan,
penyediaan dan pendistribusian alat kesehatan
dan kedokteran bidang medik;

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf
pelayanan medik sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan

Seksi Pelayanan Medik;
melaksanakan koordinasi
terkait; dan

melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

dengan wunit kerja

Kepala
Keperawatan

Seksi

melaksanakan
perencanaan, pemantauan,
pengendalian, pengawasan,
evaluasi, dan pelaporan
pengembangan mutu
keperawatan dan
pengelolaan Sumber Daya
Manusia Keperawatan,
serta melaksanakan tugas
kedinasan lain yang
diberikan oleh atasan.

menyelenggarakan pengkajian program kerja Seksi
Keperawatan;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
teknis, bahan koordinasi, bahan pembinaan, dan
bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi
Keperawatan;

menyelenggarakan pelayanan dan administrasi
Seksi Keperawatan;

membantu Bidang Pelayanan dalam
menyelenggarakan kegiatan Seksi Keperawatan
yang meliputi pelayanan keperawatan serta
pengembangan dan mutu keperawatan,;

membantu Bidang Pelayanan dalam
menyelenggarakan  monitoring dan  evaluasi
pelaksanaan kegiatan Seksi Keperawatan;
membantu Bidang Pelayanan dalam

menyelengarakan verifikasi dan mengkaji bahan
rekomendasi terhadap permohonan bantuan
keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di

a. Penyusunan kebijakan,
perencanaan dan pelaporan
penyelenggaraan kegiatan Seksi
keperawatan;

b. Penyelenggaraan
keperawatan;

asuhan




Bidang Keperawatan;

membantu Bidang Pelayanan dalam
menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian
tugas pokok dan fungsi Instalasi dalam lingkup
pelayanan Keperawatan;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
teknis lingkup etika keperawatan, asuhan
keperawatan dan kerohanian serta pengembangan
dan mutu keperawatan;

menyelenggarakan pelaksanaan etika
keperawatan, asuhan keperawatan dan
kerohanian serta pengembangan dan mutu
keperawatan;

menyelenggarakan pengkajian bahan dan
pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang
Keperawatan sesuai standar Kementerian
Kesehatan;

menyelenggarakan pengelolaan pengembangan
dan pemanfaatan tenaga keperawatan, asuhan
keperawatan, etika keperawatan dan kerohanian,
melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu
keperawatan;

menyelenggarakan  perencanaan, pengusulan,
penyediaan dan pendistribusian sarana dan
prasarana pelayanan keperawatan;

. menyelenggarakan telaahan staf seksi
keperawatan  sebagai bahan = pertimbangan
pengambilan kebijakan;

menyelenggarakan  pelaporan dan  evaluasi
kegiatan Seksi Keperawatan,;

melaksanakan penyusunan standar operasional
prosedur penyelenggaraan pelayanan




keperawatan;

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja
terkait; dan

melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.
Kepala Bidang | pengawasan, pengendalian, menyelenggarakan pengkajian program kerja . Pengkoordinasian dan
Penunjang pengaturan, perumusan Bidang Penunjang; penyusunan bahan, rencana

kebijakan dan koordinasi

kegiatan lingkup bidang
Penunjang, menyusun
kebutuhan pelayanan
penunjang, pengawasan,
pengendalian dan
penggunaan fasilitas
penunjang.

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
teknis, bahan koordinasi, bahan pembinaan, dan
bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan di
Bidang Penunjang;

menyelenggarakan pelayanan dan administrasi
Bidang Penunjang;

membantu Direktur dalam menyelenggarakan dan
memfasilitasi  pelaksanaan  kegiatan Bidang
Penunjang;

membantu Direktur dalam menyelenggarakan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Bidang Penunjang;

membantu Direktur dalam menyelenggarakan
pembinaan dan pengendalian tugas pokok dan
fungsi Instalasi dalam lingkup pelayanan
penunjang;

Membantu direktur dalam menyelenggarakan
penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan;

menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan
pengorganisasian standar pelayanan penunjang
sesuai dengan standar pelayanan minimal dari
Kementerian Kesehatan;

menyelenggarakan pelayanan penunjang;

. penyelenggaraan

. Pengawasan,

program dan petunjuk teknis
pengelolaan lingkup penunjang;
pelayanan
penunjang medik dan non medik;

. penyelenggaraan pendidikan dan

penelitian tenaga kesehatan;
pembinaan,
pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan program
lingkup penunjang;

. Pelaporan pelaksanaan kegiatan

lingkup penunjang;




menyelenggarakan  perencanaan, pengusulan,
penyediaan dan pendistribusian sarana dan
prasarana bidang penunjang;

menyelenggarakan pemeliharaan alat kesehatan
dan kedokteran;

menyelenggarakan telaahan staf bidang penunjang
sebagai bahan  pertimbangan  pengambilan
kebijakan;

. menyelenggarakan  pelaporan dan  evaluasi

kegiatan Bidang penunjang;

melaksanakan penyusunan standar operasional
prosedur penyelenggaraan bidang penunjang;
menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja
terkait; dan

melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Kepala Seksi
Penunjang Medik

melaksanakan

perencanaan, pemantauan,
pengendalian, pengawasan,
evaluasi dan pelaporan
dalam pelayanan farmasi,
pelayanan gizi, pelayanan
laboratorium

melaksanaan penyusunan program kerja Seksi
Penunjang Medik;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan
teknis, bahan koordinasi, bahan pembinaan dan
bahan pengendalian aspek Penunjang medik;
melaksanakan pengendalian kegiatan  Seksi
Penunjang Medik;

membantu Kepala Bidang Penunjang
melaksanakan kegiatan penunjang medik;
membantu Kepala Bidang Penunjang
melaksanakan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan kegiatan Seksi Penunjang Medik;
membantu Kepala Bidang Penunjang

melaksanakan verifikasi dan menyusun bahan
rekomendasi terhadap permohonan bantuan

a. Penyusunan kebijakan,
perencanaan dan pelaporan
penyelenggaraan kegiatan Seksi
Penunjang Medik;

b. Penyelenggaraan kegiatan
pelayanan Penunjang Medik;




keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di
seksi Penunjang Medik;

membantu Kepala Bidang Penunjang dalam
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
melaksanakan perencanaan, pengusulan,
penyediaan dan pendistribusian sarana dan
prasarana seksi penunjang medik;

melaksanakan pengendalian dan pengawasan
kegiatan Penunjang Medik;

melaksanakan  evaluasi hasil dan  mutu
pengelolaan penunjang medik;

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf
seksi penunjang medik sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan
Seksi Penunjang Medik;

. melaksanakan penyusunan standar operasional

prosedur penyelenggaraan seksi penunjang medik;
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
terkait; dan

melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Kepala
Penunjang
Medik

Seksi
Non

melaksakan perencanaan,
pemantauan,

pengendalian, pengawasan,
evaluasi dan pelaporan
dalam pelayanan
pemulasaran jenazah,
kesehatan lingkungan,
laundry, pendidikan dan

melaksanaan penyusunan program kerja Seksi
Penunjang Non Medik;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan
teknis, bahan koordinasi, bahan pembinaan dan
bahan pengendalian aspek penunjang non medik;
melaksanaan  pengendalian  kegiatan  Seksi
Penunjang Non Medik;

membantu Kepala Bidang Penunjang

a. Penyusunan
perencanaan

dan

kebijakan,
pelaporan

penyelenggaraan kegiatan Seksi

Penunjang Non Medik;

b. Penyelenggaraan

kegiatan

pelayanan Penunjang Non Medik;




pelatihan,
sarana dan
rumah sakit

pemeliharaan
prasarana

melaksanakan kegiatan Penunjang Non medik;
membantu Kepala Bidang Penunjang
melaksanakan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan kegiatan Seksi Penunjang Non
Medik;

membantu Kepala Bidang Penunjang
melaksanakan verifikasi dan menyusun bahan
rekomendasi terhadap permohonan bantuan
keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di
seksi penunjang non medik;

melaksanakan perencanaan, pengusulan,
penyediaan dan pendistribusian sarana dan
prasarana seksi penunjang non medik;
melaksanakan pemeliharaan sarana dan
prasarana penunjang non medik;

melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan
Seksi Penunjang Non Medik;

melaksanakan penyusunan standar operasional
prosedur penyelenggaraan penunjang non medik;
melaksanakan pengendalian dan pengawasan
penunjang non medik;

melaksanakan perencanaan, pengusulan,
penyediaan dan pendistribusian sarana dan
prasarana seksi penunjang non medik;

. memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan alat

kesehatan, alat kedokteran dan sarana prasarana
bidang pelayanan medis, keperawatan dan
penunjang;

melaksanakan  evaluasi hasil dan  mutu
pengelolaan penunjang;

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf
seksi penunjang medik sebagai bahan




pertimbangan pengambilan kebijakan;
melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan
Seksi Penunjang Non Medik;

melaksanakan penyusunan standar operasional
prosedur penyelenggaraan seksi penunjang non
medik;

melaksanakan koordinasi dengan wunit kerja
terkait; dan

melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

TTD
H. ZULKIEFLIMANSYAH




